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ABSTRAK 

         Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris 

yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian 

lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi 

dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi 

pencatatan perjanjian perkawinan Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015, 

Peran Notaris dan Hambatan apa saja yang ada selama pembuatan perjanjian 

perkawinanan campuran. 

        Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pencatatan perjanjian 

perkawinan yang dilakukan di Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiarama 

sebenernya hanya untuk mengesahkan bukan untuk pencatatan. Dengan adanya 

Putusan Mk No 69/PUU-XIII/2015 merubah total mengenai aturan perjanjian 

perkawinan yang dimana diizinkannya pembuatan perjanjian perkawinan 

dilakukan tidak hanya sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan sesuai 

dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 147 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Namun bisa dibuat setelah terjadinya 

perkawinan. Dari penelitian juga bisa dilihat bahwa akan memunculkan akibat 

hukum dari perjanjian perkawinan khususnya mengenai kerugian pihak ketiga 

yaitu perbankan dan bagi notaris akan memunculkan berbagai solusi-solusi yang 

menjadi pertimbangan sebelum melakukan pembuatan perjanjian perkawinan oleh 

notaris dan bisa dibatalkan apabila merugikan pihak ketiga dan pemerintah sendiri 

seharusnya memberikan prosedur pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca 

putusan mk No 69/PUU-XIII/2015 untuk menjadi pedoman hukum bagi calon 

suami dan isteri, notaris, pencatatan sipil dan pihak ketiga. 
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ABSTRACT 

        In writing this thesis, the author uses empirical juridical research, which is a 

type of sociological legal research and can be called field research, namely 

examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. 

This study aims to determine the function of recording marriage agreements after 

the Decision of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XIII / 2015, the Role of 

Notaries and what obstacles exist during the making of mixed marriage 

agreements. 

        The results of this study can be concluded that the function of recording 

marriage agreements carried out at the Ppat Herru Pramudiarama Notary Office 

is actually only to certify not for registration. With the Decision of the 

Constitutional Court No. 69 / PUU-XIII / 2015, it completely changes the rules of 

marriage agreements where it is permissible to make marriage agreements not 

only before and at the time of marriage in accordance with Marriage Law 

Number 1 of 1974 and Article 147 of the Civil Code, but can be made after the 

occurrence of marriage. From the research, it can also be seen that it will cause 

legal consequences of marriage agreements, especially regarding the losses of 

third parties, namely banking and for notaries, it will give rise to various  

solutions that are considered before making a marriage agreement by a notary 

and can be canceled if it harms third parties and the government itself should 

provide procedures for implementing marriage agreements after the decision of 

mk No. 69 / PUU-XIII / 2015 to become legal guidelines for prospective husbands 

and wives, notaries, civil registration and third parties. 
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